
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN 

NOMOR : 183.1-401.013/         /2023

TENTANG  

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  

NOMOR : 183.1-401.013/173/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN 

KOTA MADIUN 

WALI KOTA MADIUN, 

Menimbang :  a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah, maka Keputusan Walikota Madiun 

Nomor: 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan 

Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk 

Masyarakat Miskin Kota Madiun sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan 

Walikota Madiun Nomor: 183.1-401.013/231/2020 

dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi 

pada saat ini sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Wali Kota Madiun tentang Perubahan Ketiga atas 

Keputusan Walikota Madiun Nomor:

183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim 

Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat 

Miskin Kota Madiun; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum;
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Secara Cuma-Cuma;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk

Masyarakat Miskin;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum

Untuk Masyarakat Miskin;

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

9. Keputusan Walikota Madiun Nomor:

183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim

Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat

Miskin Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor:

183.1-401.013/231/2020;

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : 

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 

183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim 

Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat 

Miskin Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa    

kali terakhir dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 

183.1-401.013/231/2020 sehingga secara keseluruhan 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 
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